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Penulisan skripsi ini menitikberatkan penelitian tentang Pemberian 
Pemberian Asimilasi bagi Narapidana di Lapas Kelas II B Tegal. Permasalahan 
dalam skripsi ini adalah Pengaturan Mengenai Asimilasi Bagi Narapidana 
Menurut Hukum Positif di Indonesia, Penerapan Pemberian Asimilasi Bagi 
Narapidana, dan Hambatan yang di Hadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 
Tegal Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana serta syarat dan tata cara 
pemberian asimilasi yang di berikan kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II B Tegal. 
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tegal terdapat pelaksanaan 
Asimilasi. Untuk mendeksripsikan hal tersebut penelitian menggunakan metode 
Yuridis Empiris dan menggunakan, teknik wawancara, obeservasi dan 
dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini yaitu Asimilasi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II B Tegal hanya memberikan Asimilasi di luar Lapas 
dikarenakan sedang dalam masa pandemi covid-19 dan sudah sesuai dengan 
peraturan dan undang-undang yang mengatur program Asimilasi tersebut. Dalam 
pengaturan Asimilasi dan Penerapanya sudah sesuai dengan peraturan dan 
undang-undang yang ada. Faktor penghambat pelaksanaan Asimilasi di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II Tegal yaitu masih adanya masyarakat yang belum mau 
menerima Narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat. 








The writing of this thesis focuses on research on the Provision of 
Assimilation for Prisoners in Class II B Tegal Prison. The problems in this thesis 
are the regulation regarding the assimilation of prisoners according to positive law 
in Indonesia, the application of the provision of assimilation for prisoners, and the 
obstacles faced by the Class II B Correctional Institution in Tegal in the provision 
of assimilation for prisoners and the terms and procedures for granting 
assimilation given to prisoners. Class II B Correctional Institution Tegal. 
In the Class II B Correctional Institution, Tegal there is the implementation 
of assimilation. To describe this, the research uses the Juridical Empirical method 
and uses interview, observation and documentation techniques. 
The results of this study are the assimilation of prisoners at the Class II B 
Correctional Institution Tegal only provides assimilation outside the prison 
because it is currently in the covid-19 pandemic and is in accordance with the 
regulations and laws governing the assimilation program. In the regulation of 
assimilation and application, it is in accordance with existing regulations and 
laws. The inhibiting factor for the implementation of assimilation in the Tegal 
Class II Correctional Institution is that there are still people who do not want to 
accept prisoners to return to the community. 
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A. Latar Belakang 
Maraknya fenomena Kejahatan di Indonesia merupakan fenomena 
sosial yang paling serius. Ketika seseorang melakukan kejahatan, terlepas 
dari konsekuensi hukuman, terlepas dari apakah masyarakat akan 
dirugikan atau tidak, hanya masa depan.
1
 Maka dari itu Penegakan 




Hukum Indonesia yang salah satunya mengatur tentang hukum 
pidana, termasuk hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Istilah 
tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dan istilah strafbaar feit atau 
delict.
3
 Dalam hukum pidana dikenal bentuk-bentuk sanksi pidana antara 
lain pidana penjara, pidana penjara, pidana mati, pencabutan hak, dan 
perampasan barang milik pelaku. Menurut Pasal 10 Hukum Pidana 
(KUHP), jenis kejahatan yang dapat dilakukan dibagi menjadi 2 (dua) 
jenis, yaitu kejahatan dasar dan kejahatan tambahan.  
                                                          
1
Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan 
Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Yogyakarta: 
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 Upaya untuk tegaknya hukum adalah pengadilan yang menentukan 
beratnya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ancaman pidananya.
4
 
Kejahatan jika Ditinjau dari segi hukum (kejahatan dari segi hukum), 
disebutkan bahwa kejahatan adalah segala perbuatan yang melanggar 
hukum pidana. Menurut Romli Atmasasmita, ia mengutip pandangan 
Mardjono Reksodiputro bahwa salah satu tujuan sistem peradilan pidana 
adalah "memastikan agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang 
sama".
5
 Keberadaan hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku 
manusia dapat mendukung tujuan pembangunan nasional adalah 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur.  
Pelaku tindak pidana di indonesia yang telah dijatuhi hukuman oleh 
hakim berupa pidana penjara, kemudian putusan hakim tersebut akan 
dieksekusi oleh jaksa dan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. 
Pemenjaraan semacam ini dilakukan dengan cara memenjarakan 
seseorang dalam jangka waktu tertentu agar ia tidak dapat leluasa 
melakukan kegiatan di masyarakat seperti biasa.
6
 Tempat yang 
digunakan dalam memenjarakan ini adalah Lembaga Pemasyarakatan 
atau yang lebih dikenal dengan sebutan LAPAS. 
Permasalahan saat ini yang terjadi pada Lembaga Pemasyaratakan 
di Indonesia diantaranya terjadi praktik pungutan liar dan over kapasitas. 
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Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, 
Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 149. 
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Abolisionisme, Jakarta: Bina Cipta, 1996, hal. 15. 
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Aksi pungutan liar (pungli) atau Perpajakan ilegal (pemerasan) masih 
ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Diantaranya jual beli 
fasilitas dan kamar di Lapas.
7
 Kelebihan kapasitas lembaga 
pemasyarakatan masih menjadi masalah utama di lembaga 
pemasyarakatan di Indonesia. Masalah ini seringkali menimbulkan 
masalah baru yang mengancam jiwa, seperti kerusuhan dan huru-hara.
8
 
Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan narapidana 
atas dasar sistem pemasyarakatan, berusaha mencapai pemidanaan yang 
menyeluruh, yaitu membina dan memulihkan kesatuan-kesatuan 
kehidupan masyarakat yang baik dan bermanfaat.
9
 Dalam pembinaan 
narapidana salah satu perwujudannya berupa menumbuhkan rasa percaya 
diri dengan melalui peningkatan soft skill (ketrampilan) dan life skill 
(kecakapan), untuk pengembalian ketengah-tengah  masyarakat.
10
 
Melalui sistem pemasyarakatan menaruh perlakuan yang lebih 
manusiawi pada narapidana menggunakan pola pembinaan. Dari 
istilahnya saja, kita dapat melihat bahwa tujuan pemasyarakatan bukan 
lagi soal pemberian sanksi dan hukuman. Namun, lebih pada suatu proses 
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Okenews, Korban Diimbau Laporkan Oknum yang Lakukan Pungli di Lapas, 
https://nasional.okezone.com/read/2019/05/07/337/2052347/korban-diimbau-laporkan-oknum-
yang-lakukan-pungli-di-lapas, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020. 
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Kompas.com, Over Kapasitas Lapas Masalah yang Tak Kunjung Selesai, 
https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalah-
yang-tak-kunjung-selesai-?page=all, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020. 
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Surianto, Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang 
Tersembunyi Di Rutan, Bandung: Eksis Media Grafisindo, 2018, hlm. 28. 
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Muridan, Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill Dan Life 
Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto, 





untuk melakukan pembinaan pada narapidana.
11
 Hal ini pasti saja asing 
tambah perkara sebelumnya yaitu perkara kepenjaraan. Perlakuan 
terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan lebih menekankan kepada 




Eksistensi lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
13
 
Disertai dengan Peraturan Pelaksanannya Yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Saat ini semua negara 
sedang dilanda bencana yaitu virus corona atau covid-19, kemudian 
negara Indonesia juga terkena virus corona ini, dan Indonesia juga telah 
mengidentifikasi virus corona ini sebagai bencana non alam. jenis virus 
corona Dengan merebaknya virus tersebut, Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 di 
Lembaga Pemasyarakatan tentang syarat dan tata cara untuk pemberian 
asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti sebelum dibebaskan bagi 
narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan 
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Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, Kapita Selekta Pemasyarakatan, Kalimantan 
Barat: Ide Publishing, 2020, hlm. 3. 
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Indra Hariyanto, “Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia 
Yogyakarta”, Skripsi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm.4.  
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Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, 





penyebaran covid-19. Untuk konseling tahanan lebih lanjut, silakan 
merujuk ke peraturan tersebut.   
Warga binaan yang disebut dengan narapidana berhak berAsimilasi 
yang diperoleh sesuai dengan Pasal 14 (1) Huruf (j) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 
yang menyatakan bahwa kesempatan asimilasi meliputi izin mengunjungi 
anggota keluarga. Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang 
Syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti 
menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam 
rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, Asimilasi 
adalah proses pengangkatan narapidana dan anak melalui integrasi 
narapidana dan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses 
tersebut narapidana diberikan kesempatan untuk berbaur dengan 
masyarakat dengan cara bekerja sama dan bergotong-royong dengan 
masyarakat, maupun membantu pekerjaan yang ada di Lapas. Pemberian 
asimilasi ini Memberikan akses manfaat sosial, pendidikan, dan 
keterampilan kepada narapidana dan siswa pemasyarakatan untuk 
mempersiapkan diri di masyarakat dan mendorong partisipasi sosial 
untuk memberikan motivasi dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif 
dalam mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
14
 Oleh karena 
itu, pelaksanaan sistem pemasyarakatan memerlukan peran serta 
                                                          
14
Novdy Suoth, et al., “Keberhasilan Asimilasi Dalam Merubah Karakter Narapidana Di 





masyarakat, baik dengan penyuluhan maupun partisipasi dalam sikap 
bersedia menerima Narapidana yang telah menjalani hukumannya.
15
 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tegal menjalankan program 
Asimilasi luar Lapas. Asimilasi luar Lapas secara mandiri dilaksanakan 
diluar lembaga pemasyarakatan namun tetap berada dalam pengawasan 
Lapas. Menjalankan asimilasi luar lapas ini, Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan 
Bersyarat, Cuti Pra Pembebasan dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan 
anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-
19. Kapasitas di lapas kelas II B Tegal sebenarnya hanya bisa 
menampung 150 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, tetapi 
kenyataanya untuk saat ini di isi 288 narapidana / WBP. Oleh karena itu, 
guna mencegah penyebaran virus covid-19, sejak Maret 2020 hingga 
Desember 2020, Lapas Tagal II kelas B memberikan pelayanan asimilasi 
kepada narapidana hingga 109 narapidana. 
Permasalahan Lapas kelas II B Tegal ini terkait dengan proses 
sosialisasi narapidana di luar Lapas yaitu mencegah penyebaran virus 
Covid-19, karena penyebaran virus covid-19 sangat rentan terjadi di 
Lapas. Berdasarkan latar belakang. Maka penulis melakukan penelitian 
lebih lanjut tentang “Analisis Pemberian Asimilasi Pada Masa Pandemi 
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Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Jakarta: 





COVID-19 Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 
Tegal”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan rumusan Latar Belakang diatas maka dapat diajukan 
rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Asimilasi Bagi Narapidana Menurut 
Hukum Positif di Indonesia? 
2. Bagaimana Penerapan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana  Di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tegal di masa Pandemi Covid-19? 
3. Bagaimana Hambatan yang di Hadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
II B Tegal Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di masa 
Pandemi Covid-19? 
C. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Mendeskripsikan Pengaturan Mengenai Asimilasi Bagi Narapidana 
Menurut Hukum Positif di Indonesia. 
2. Menganalisis Penerapan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tegal di masa Pandemi Covid-19. 
3. Mengetahui Hambatan yang di Hadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 







D. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat, karena nilai dari 
penelitian tergantung dari besar kecilnya manfaat yang diperoleh dari 
penelitian tersebut. Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara 
lain:  
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum nasional tentang Dampak 
pemberian Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk 
mengetahui apakah pemberian Asimilasi sudah tepat untuk memenuhi 
hak-hak Narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini harapkan dapat menjadi bahan 
evaluasi kepada Lembaga Pemasyarakatan, agar asimilasi narapidana di 
Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tegal dapat berjalan dengan 
maksimal. 
E. Tinjauan Pustaka 
Setelah penulis mengkaji beberapa penelitian ada beberapa yang 







1. Sitti Nur Aulia Insani, “Pelaksanaan Hak Asimilasi 
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”.
16
 
Penelitian ini berupa  permasalahan bagaimana syarat dan 
tata cara pemberian asimilasi yang di berikan kepada 
narapidana dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan 
pemberian asimilasi sebagai bentuk pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Akan tetapi, saudara Sitti 
Nur Aulia Insani tidak mempertimbangkan dampak dari 
diterapkannya asimilasi bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
2. Ely Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di 
Lapas Jakarta Terbuka". Penelitian ini membahas tentang 
bagaimana penerapan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi 
penjara umum Jakarta dilakukan sesuai dengan Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2007 No. 
M.2.PK.04-10 tentang syarat dan prosedur pelaksanaan. 
Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti  menjelang  bebas,  
dan  cuti bersyarat. Tidak berbeda jauh dengan tinjauan 
skripsi sebelumnya, dalam skripsi yang disusun oleh saudara 
Ely Alawiyah Jufri juga tidak memaparkan dampak dari 
                                                          
16
Siti Nur Aulia Insani, “Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”, Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan 





pemberlakuan syarat asimilasi bagi narapidana di lingkungan 
masyarakat. 
3. Indra Hariyanto, “Asimilasi Narapidana di Lapas Kategori A 
di Yogyakarta. Penelitian ini membahas bahwa asimilasi 
narapidana di Lapas II A Yogyakarta”. hanya asimilasi di 
dalam Lapas, dan belum dilakukan asimilasi di luar Lapas 
atau oleh lembaga pihak ketiga lembaga belum 
mengadakannya. Sehingga dalam penelitian ini hanya 
menekankan kegiatan pemberian asimilasi di dalam lapas 
saja sedangkan penelitian yang dilakukan penulis melakukan  
penelitian pemberian asimilasi di luar Lapas tetapi masih 
dalam pengawasan pihak Lapas. 
Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas, maka dalam skripsi 
penulis menyatakan bahwa Penelitian penulis berbeda dengan ketiga 
penelitian sebelumnya karena penelitian ini dilakukan terkait formulasi 
hukum pemberian asimilasi bagi narapidana menurut hukum positif di 
indonesia dan dampak pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II B Tegal di masa Pandemi Covid-19. 
F. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau  
field research. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengambil 





hakikatnya merupakan suatu metode khusus dan bersifat realistis 
terhadap adanya suatu fenomena dan tengah terjadi di lingkungan 
masyarakat.
17
 Penelitian lapangan merupakan salah satu metode 
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan 
pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan 
tertentu dari pihak peneliti.
18
 Penulis dalam penelitian ini menggunakan 
penelitian field research atau penelitian lapangan dikarenakan sumber 
data yang diperoleh dengan cara terjun ke lingkungan masyarakat, 
dengan harapan dapat memperoleh informasi dari masyarakat mengenai 
fenomena yang akan diangkat dalam karya tulis ini salah satunya proses 
bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan 
Normatif-empiris. Pendekatan Normatif-empiris adalah suatu 
pendekatan penelitian yang mengenai implementasi ketentuan hukum 
normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum 
tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
19
 Dalam melakukan 
penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan Normatif-empiris 
dengan melihat undang-undang yang ada serta mengambil objek kajian 
terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai Normatif-empiris, 
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untuk menjawab pertanyaan yang terlebih dahulu telah disusun secara 
runtut, dengan jalan meneliti data lapangan melalui observasi. 
c. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian  ini adalah Data Primer. Data primer 
merupakan suatu sekumpulan informasi atau data yang diperoleh 
seorang penulis secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara 
pihak lain yang kemudian dikumpulkan lalu data tersebut diolah sendiri 
atau diolah oleh suatu organisasi.
20
 Penulis dalam penelitian ini 
menggunakan sumber data primer dengan cara melalui wawancara 
dengan beberapa tokoh masyarakat, dengan pihak Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B di Tegal, dari pihak Pengadilan 
Negeri Tegal, serta masyarakat Tegal lainnya dengan latar belakang 
yang berbeda-beda. Penulis juga menggunakan sumber  internet  sebagai 
tinjauan dalam mencari perkembangan terkini terhadap penelitian yang 
penulis teliti. 
d. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
observasi. Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data 
dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.
21
 Draf 
wawancara atau angket adalah teknik pengumpulan data yang berisi 
sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspons oleh 
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 Penulis akan melakukan penelitian dengan 
metode observasi dengan cara melakukan observasi disuatu tempat, 
memberikan draf wawancara serta melakukan wawancara kepada tokoh 
masyarakat secara langsung. Data hasil observasi tersebut akan disusun 
secara rapi dengan susunan narasi atau laporan cerita agar pembaca 
dapat memahami informasi yang akan penulis sampaikan dalam karya 
tulis ini.  
e. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. 
Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkam 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang diamati. Kesimpulan dapat ditarik dari kasus khusus 
ke kasus umum.
23
 Penulis penelitian ini kemudian dikumpulkan pada 
akhir analisis dampak yang menyarankan asimilasi dengan narapidana 
Kelas II B Tegal, menggunakan pendekatan kualitatif di mana hasil 
disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam 
Analisis Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Di Lapas Kelas II B 
Tegal di masa Pandemi Covid-19. 
G.  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai 
tahapan di dalam penulisan yaitu:  
                                                          
22
Ibid., hlm. 218. 
23
Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia 





Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan 
Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi. 
Bab II Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang Lembaga 
Permasyarakatan di Indonesia, Asimilasi, dan Narapidana. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil 
penelitian dan jawaban penelitian atas rumusan masalah yaitu pengaturan 
asimilasi menurut hukum positif di indonesia, penerapan pemberian 
asimilasi bagi narapidana di masa Pandemi Covid-19, kekurangan kelebihan 
asimilasi, dan hambatan yang di hadapi oleh lapas kelas II B Tegal dalam 
melakukan pemberiasn asimilasi, serta dampak pemberian asimilasi bagi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tegal di masa Pandemi 
Covd-19. 














A. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan Indonesia 
Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan bagian terakhir 
dari subsistem peradilan pidana.
24
 Sistem peradilan pidana sendiri terdiri 
dari empat (empat) subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 
lembaga pemasyarakatan. Sebagai subsistem terakhir dari sistem peradilan 
pidana, subsistem pemasyarakatan bertugas membimbing pelaku kejahatan, 
terutama kemandirian pencabutan pidana. Oleh karena itu, berhasil tidaknya 
tujuan yang ingin dicapai oleh sistem peradilan pidana bukan hanya tujuan 
jangka pendek yaitu reformasi penjara, tujuan jangka menengah untuk 
memerangi kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah untuk mencapai 
suatu masyarakat sejahtera. Selain ditentukan untuk dipengaruhi oleh 
subsistem peradilan pidana lainnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan. Dampaknya, selebihnya juga sangat bergantung pada lembaga 
pemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan pidana pencabutan 
kemerdekaan khususnya pidana penjara. Indonesia dalam sejarah 
perkembangan sistem pidana mengalami tahapan-tahapan yang sangat 
signifikan mulai dari masa sebelum Indonesia merdeka dan setelah 
kemerdekaan serta saat ini. 
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a) Tahap pidana hilang kemerdekaan pada tahun 1872-1945, yang 
bertujuan membuat jera narapidana agar segera bertaubat sehingga 
tidak melanggar hukum dikemudian hari. Jenis sistem 
pemidanaannya berupa pidana hilang kemerdekaan dengan cara 
dipindahkan pada suatu tempat yang terpisah dari masyarkat yang 
dikenal sebagai penjara. Tahapan pidana hilang kemerdekaan disebut 
juga tahapan pidana kerja paksa di Indonesia yang berlangsung sejak 
pertengahan abad XIX atau tepatnya mulai tahun 1872 hingga 1905. 
Ditandai dengan dua jenis hukum pidana, pertama hukum pidana 
khusus untuk orang Indonesia, dan yang kedua pidana khusus untuk 
orang Eropa. Bagi orang Indonesia dan orang Timur asing berlaku 
hukum pidana khusus yaitu “Wetboek Van Strafrecht Voor De 
Inlanders In Nederlandsch Indie” yang artinya hukum pidana untuk 
orang pribumi di Hindia Belanda.
26
 Pada saat itu orang indonesia 
disebut dengan “Inlanders”. Pada tahapan ini pidana kerja 
merupakan bentuk pemidanaan yang seringkali dijatuhkan pada 
pribumi dengan sebutan “inlanders”. Lamanya hukuman kerja 
bervariasi, dan bisa seumur hidup atau minimal satu hari. Sedangkan 
pidana kerja terbagi menjadi dua, yakni kerja paksa (dwang arbeid) 
dan diperkerjakan (terarbeid stellen). Kerja paksa yang lamanya 
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lebih dari lima tahun dilakukan dengan dirantai (dwang arbeid aan 
de ketting), yang dibawah lima tahun tanpa dirantai (dwang erbeid 
buiten de ketting). Sedangkan yang satu tahun kebawah disebut 
dengan istilah “dipekerjakan” (ter arbeid stellen), dan yang dibawah 
tiga bulan disebut “krakal”. 
Dasar hukum kepenjaraan relatif dari Hindia Belanda yaitu berupa:
27
  
1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 13,14a s/d 14f, 
15, 16, 17, 23, 24, 25, dan pasal 29. 
2) Reglemen penjara Stbl. 1917 No.708 Jo.Stbl.No.77. 
Peraturan penjara sebagai peraturan pelaksanaan dari Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal-pasal tersebut 
diatas merupakan dasar dari pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan 
seperti yang tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. Hingga saat ini, peraturan tersebut masih berlaku 
sebagai landasan hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 
Peraturan penjara itu berlaku dalah berpedoman kepada pasal II 
aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “segala sesuatu belum 
diadakan yang baru menurut UUD ini”. 
b) Tahap pembinaan pada tahun 1945-1963, yang bertujuan untuk 
membina narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik. Jenis 
sistem pidana ini merupakan pidana pembinaan melalui pengurangan 
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pembebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat 
yang terpisah dari masyarakat. 
c) Tahap pengembangan masyarakat dari tahun 1963 sampai sekarang 
bertujuan untuk melatih narapidana agar dapat menjadi anggota 
masyarakat yang berguna tanpa mengulangi perbuatannya yang 
dapat merugikan masyarakat. Sistem pidana merupakan kejahatan 
pendisiplinan dengan akibat tidak langsung, yaitu mengurangi 
kebebasan agar narapidana dapat berintegrasi kembali ke dalam 
masyarakat. Istilah lainnya adalah humanisasi. Narapidana 
dipindahkan ke tempat yang terpisah dari masyarakat, tetapi dalam 
hal ini masyarakat dilibatkan dalam pekerjaan pemasyarakatan. 
Sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhan lembaga pemasyarakatan, 
lebih ditekankan pada upaya mengayomi masyarakat. 
Indonesia dalam sejarah perkembangan Lembaga Pemasyarakatan 
mengungkapkan bahwa sistem perlakuan terhadap narapidana atau warga 
binaan yang merupakan para pelanggar hukum, dari waktu ke waktu selalu 
berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang 
selalu berubah secara signifikan. 




a) Periode Pemasyarakatan I Tahun 1963-1966 
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 Pada masa sebelum konsep penjara diperkenalkan, hukuman 
filosofis Indonesia ditujukan untuk balas dendam, pencegahan, dan 
sosialisasi ulang. Pada masa penjajahan filosofi pemidanaan sangat terkait 
dengan kepentingan kontrol pemerintah kolonial terhadap pribumi. 
Sehingga upaya mencapai tujuan pembalasan dan penjeraan dari 
pemenjaraan justru dilakukan secara tidak manusiawi. Pada saat yang sama, 
pada masa kemerdekaan Indonesia, hingga formalisasi konsep pemidanaan 
(1945-1963), falsafah resosialisasi masih berlaku. Suharjo mengajukan 
sebuah konsep baru mengenai hukum nasional kepenjaraan dengan 
mengilustrasikan sebuah pohon beringin yang memiliki makna pengayoman 
dan pemikiran baru terhadap tujuan pidana penjara yakni suatu konsep 
pemasyarakatan. Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung 
tahun 1964, istilah pemasyarakatan mengalami perubahan yakni menjadi 
pengembalian integritas hidup atau kehidupan penghidupan dan bukanlah 
sebagai anggota masyarakat yang berguna. 
b) Periode Pemasyarakatan II Tahun 1966-1975 
Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor Bimbingan 
Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang pada tahun 1969 
yang direncanakan terdapat 20 buah. Periode tersebut menampakkan adanya 
trial and error di bidang pemasyarakatan. Pada periode ini istilah 






c) Periode Pemasyarakatan III Tahun 1975-sekarang 
Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana 
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan merupakan ciri 
khas dari periode ini, dijadikan sebagai landasan struktural yang mengenai 
dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan serta 
sarana fisik. Pada struktur tersebut terjadi pengembalian nama bina tuna 
warga kepada pemasyarakatan. Tahun 1921, Hijmans mencetuskan bahwa 
Lembaga Pemasyarakatan harus dipisah sesuai dengan tingkat kejahatan, 
jenis kelamin, dan umur. 
Sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan 
rehabilitasi pelaku tindak pidana / narapidana, maka pada gilirannya akan 
dapat menekan tindak kejahatan dan akhirnya tercapainya kesejahteraan 
sosial dari tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah 
dan jangka panjang). 
Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan didalam 
pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan 
pidana. 
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa pula mereka yang statusnya 
masih berkuasa menyiratkan bahwa orang tersebut masih berada dalam 




Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 




a) Orang-orang yang menjalankan pidana penjara dan pidana 
kurungan. 
b) Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara. 
c) Orang-orang yang disandera. 
d) Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau 
pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukan ke 
dalam lembaga pemasyarakatan. 




a) Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan. 
b) Mereka yang ditahan oleh pengadilan sesuai dengan 
hukumannya. 
c) Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana karena 
kehilangan kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat.  
d) Mereka yang dikenakan pidana kurungan. 
e) Mereka yang tidak menjalani pidana hilang  kemerdekaan, 
akan tetapi dimasukan ke lembaga pemasyarakatan secara 
sah. 
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Menurut (Yuliati dkk, 2003) Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan 
dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan yaitu:
31
 
a) Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari 
Criscive Institution  and Enacted Institution. Yang pertama 
merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. 
Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk 
memenuhi kebutuhan manusia. 
b) Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi 
menjadi dua yakni Basic institution and Subsidiary 
institution. Yang pertama merupakan lembaga yang 
memegang peranan penting dalam mempertahankan tata 
tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting 
karena hanya menjadi pelengkap. 
c) Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu 
Sanctioned institution and unsanctioned institution. Yang 
pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti 
sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski 
kehadirannya akan selalu ada. Lembga ini berupa pesantren 
sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan. 
d) Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas General 
institutional and Restriktic istitutional. Yang pertama 
merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh 
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masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan 
bagian dari institusi yakni islam, kristen, dan agama lainnya. 
e) Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu Operatif 
institutional and regulatif institutional. Yang pertama 
berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua 
untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat. 
Fungsi lembaga pemasyarakatan pada dasarnya mempunyai 
beberapa fungsi antara lain:
32
 
a) Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana 
mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam 
menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama 
yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. 
b) Menjaga keutuhan masyarakat. 
c) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk 
mengadakan sistem pengendalian social (social control). 
Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah 
laku anggota-anggotnya. 
Fungsi-fungsi diatas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak 
mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula 
diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat 
yang bersangkutan. 
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Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman perilaku atau 
sikap tindak manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara 
dan mengembangkan integrasi di dalam masyarakat. Namun demikian, tidak 
semua norma di dalam masyarakat dengan sendirinya menjadi bagian dari 
suatu lembaga sosial tertentu. Hal ini tergantung pada proses pelembagaan 
dari norma-norma tersebut sehingga menjadi bagian dari suatu lembaga 
sosial tertentu (soekanto dan taneko, 1984). 
Ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 
Segala bentuk tindakan atau perilaku masyarakat Indonesia diatur dalam 
sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut digunakan agar 
masyarakat dapat menjamin adanya kepastian hukum dan hukum tersebut 
tentunya harus bersendikan rasa keadilan.
33
 
Pemerintah menganggap bahwa Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan hukum masyarakat. Peraturan tersebut juga belum 
sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan 
sehingga perlu diganti. Pemerintah pada tahun 2019 akhirnya memutuskan 
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Berikut salah satu perbedaan tujuan dari sistem pemasyarakatan 
antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan dengan RUU Pemasyarakatan Tahun 2019: 
                                                       Tabel.1 
 
 Perbedaan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang- 
 
                                         Undang Pemasyarakatan 
 
Rancangan Undang-Undang Undang-Undang 
   (RUU) Pemasyarakatan Pemasyarakatan 
   
a) Memberikan suatu jaminan Membentuk Warga Binaan 
 perlindungan terhadap hak- Pemasyarakatan agar menjadi 
 hak narapidana atau tahanan manusia dengan akhlak dan 
 dan anak pidana; sikap yang baik serta berguna 
b) Meningkatkan kualitas dari bagi masyarakat lainnya, 
 kepribadian dan kemandirian menyadarkan warga binaan dari 
 Warga Binaan agar cepat suatu kesalahan yang telah 
 menyadari kesalahan, diperbuatnya, ajang untuk 
 memperbaiki diri, dan tidak introspeksi diri atau 
 mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri sehingga ketika 
 sehingga dapat diterima warga binaan keluar dari Lapas 
 kembali oleh lingkungan dapat diterima kembali oleh 
 masyarakat; lingkungan masyarakat, dapat 
c) Memberikan pelindungan dan aktif berperan dalam 
 edukasi kepada masyarakat pembangunan, dan dapat hidup 
 dari pengulangan tindak secara wajar sebagai warga yang 
 pidana. baik dan bertanggung jawab. 






Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan memfokuskan bahwa sistem pemasyarakatan dibentuk 
untuk  membentuk  karakter  warga  binaan  agar  lebih  baik  dan  tidak 
mengulangi tindak pidana yang sama dikemudian hari. RUU mengenai 
pemasyarakatan berfokus pada tiga poin, yakni memberikan jaminan 
perlindungan terhadap tahanan maupun anak, meningkatkan kulitas 
kepribadian serta kemandirian warga binaan dan poin yang terakhir adalah 
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak 
pidana. 
RUU Pemasyarakatan yang dibuat oleh Pemerintah, keberadannya di 
kalangan masyarakat ternyata menimbulkan kontroversi. Pasal 9 RUU 
Pemasyarakatan yang menimbulkan kontroversi yakni mengenai hak 
narapidana salah satunya adalah kegiatan rekreasional. Ketentuan tersebut 
menimbulkan keresahan masyarakat karena muncul banyak asumsi yang 
menganggap pemerintah seolah-olah tidak serius dalam membina 
narapidana korupsi di dalam tahanan. 
Asumsi tersebut perlahan mulai mendapatkan titik terang ketika 
masyarakat mendapatkan klarifikasi bahwa sesungguhnya makna dari 
kegiatan rekreasi adalah kegiatan berkelompok. Keresahan masyarakat 
mengenai berekreasi di pusat perbelanjaan dan sebagainya ternyata hanya 
berita bohong atau hoax. Kegiatan rekreasi yang dicantumkan dalam 




tanah air, berolahraga, dan sejenisnya sebagai bentuk reintegrasi sosial 
warga binaan pemasyarakatan kepada masyarakat. 
RUU Pemasyarakatan dibentuk pemerintah berdasarkan 
perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Sistematika penulisan atau 
penyusunannya pun berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu ketentuan yang 
tidak terlalu dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan 
tersebut adalah mengenai pemberian remisi atau pengurangan masa pidana 
terhadap narapidana. 
B. Asimilasi 
Asmilasi yang berasal dari bahasa latin yaitu assimilare yang berarti 
“menjadi sama”.
34
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 
asimilasi adalah suatu penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki 
dengan sifat lingkungan sekitar. Asimilasi biasanya ditandai dengan adanya 
upaya-upaya untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat 
diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu 
manusia melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti individu 
manusia dan kelompok akan melebur. Dalam proses peleburan ini terjadi 
pertukaran unsur budaya. Pertukaran terjadi apabila suatu individu atau 
kelompok menyerap budaya kelompok lainnya.  
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Menurut Soerjono Soekanto, yakni: “asimilasi didefinisikan sebagai 
suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi 
perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau 
kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk 
mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan 
memperhatikan kepentingannya serta tujuan bersama”.
35
 
Apabila sesorang melakukan asimilasi kedalam suatu kelompok 
manusia atau masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan 
kelompok tersebut  yang mengakibatkan bahwa dirinya dianggap sebagai 
orang asing. Dalam asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan 
kepentingan- kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua 
kelompok manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara kelompok- 
kelompok tadi akan hilang dan keduanya lebur menjadi satu kelompok. 
Singkatnya, asimilasi dicirikan oleh pengembangan sikap yang sama, 
meskipun kadang-kadang emosional, dengan tujuan mencapai kesatuan, 
atau setidaknya integrasi organisasi, pemikiran, dan tindakan. Dari 
pengertian Asimilasi terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan yang dimana 
setiap narapidana dapat bekerja dan berbaur ke masyarakat di luar Lembaga 
Pemasyarakatan tetapi dalam pengawasan pegawai. Undang-undang No 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan penjelasan Asimilasi 
yang merupakan proses pembinaan yang dilakukan dengan cara membaur 
dalam masyarakat yang dalam pasal 14 huruf (j) berbunyi mendapatkan 
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kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Di saat 
melakukan asimilasi membutuhkan suatu proses, proses ini membutuhkan 
suatu persyaratan, yaitu bila terjadi saling penyesuaian diri sehingga 
memungkinkan terjadinya kontak dan komunikasi sebagai landasan untuk 
dapat berinterakasi dan memahami diantara kedua etnis. Maka akan 
terbentuk satu kesatuan definisi dalam menafsirkan suatu ungkapan atau 
simbol-simbol dari lawan bicara. Terbentuknya satu kesatuan definisi ini 
akan mendorong dan memajukan interaksi di segala bidang kehidupan. 
Menurut P. Hariyono dengan mengutip pendapat Milton Gordon bahwa 
asimilasi menyangkut banyak dimensi kehidupan. Dia telah merinci bentuk 
asimilasi sebagai proses sosial yang menyangkut baik kelompok mayoritas 




a) Asimilasi kebudayaan (akulturasi) yang bertalian dengan 
perubahan dalam pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri 
dengan kelompok mayoritas. 
b) Asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan- 
golongan minoritas secara besar-besaran dalam kelompok- 
kelompok, perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada 
tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas. 
c) Asimilasi perkawinan (amalgamasi) yang bertalian dengan 
perkawinan antar golongan secara besar-besaran. 
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d) Asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perkembangan rasa 
kebangsaan berdasarkan mayoritas. 
e) Asimilasi sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka. 
f) Asimilasi perilaku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi. 
g) Asimilasi “civic” yang berkaitan dengan tak adanya bentrokan 
mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan. 
Pelaksanaan asimilasi akan berjalan dengan baik dan lancar apabila 
terbentuk rasa saling menghormati dan menghargai diantara kedua 
golongan. Proses asimilasi tidak begitu saja terjadi, terdapat persyaratan 
timbulnya asimilasi yaitu apabila ada:
37
 
a) Kelompok – kelompok manusia yang asal dari lingkungan 
kebudayaan berbeda.  
b) Individu-individu dari kelompok-kelompok tadi saling bergaul 
langsung secara intensif untuk waktu yang cukup lama sehingga, 
Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok tadi masing- 
masing berubah saling menyesuaikan diri menjadi satu. 
Biasanya golongan-golongan yang tersangkut dalam proses asimilasi 
adalah suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam hal ini 
golongan minoritas mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayananya 
dan menyesuaikannya dengan kebudayaan dari golongan mayoritas, yang 
dilakukan secara terus menerus sehingga lambat laun akan kehilangan 
kepribadian kebudayaanya dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas. 
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Asimilasi sangat berhubungan dengan pengembangan sikap dan cita-
cita yang sama. Di dalam proses tersebut terdapat bentuk interaksi sosial 




a) Interaksi sosial bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain, 
dimana pihak lain juga berlaku sama. 
b) Interaksi sosial tersebut tidak mengalami halangan atau 
pembatasan. 
c) Interaksi sosial tersebut bersifat langsung dan primer. 
d) Frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada 
keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut.  
 
Pada proses asimilasi yang terpenting adalah penggabungan 
golongan-golongan yang berbeda latar kebudayaannya menjadi satu 
kebulatan sosiologis dan budaya. Hal itu berarti kebudayaan mana yang 
akan dibuang dan kebudayaan mana yang akan dipertahankan, sehingga 
kebudayaan yang diambil dapat berpadu secara harmonis dengan unsur 
kebudayaan yang lain. Demikian juga pada golongan minoritas harus 
bergabung dengan golongan mayoritas, penggabungan golongan ini dapat 
dikatakan relatif sifatnya. Sebab dalam kehidupan sehari-hari suatu 
kebudayaan tidak dapat lepas sepenuhnya dari pengaruh budaya lain, 
sekalipun golongan mayoritas tidak bisa lepas dari pengaruh budaya lain. 
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Yang terpenting pengaruh itu tidak merugikan dan merusak kepribadian 
mayoritas, sebaliknya dapat membentuk kultur yang lebih sesuai di 
masyarakat. Rasa saling menerima, memahami dan menghormati dari kedua 
golongan yang berbeda merupakan konsekuensi yang harus dapat diterima. 
Sebagai indikasi penerimaan golongan yang harmonis adalah tidak adanya 
pihak yang dirugikan perasaan dan jiwanya. Oleh sebab itu harus ada sikap 
terbuka dari kedua belah pihak, ketertutupan dari salah satu pihak akan 
merusak proses asimilasi. 
Faktor-faktor yang dapat mendorong asimilasi meliputi:
39
 
a) Toleransi terhadap kelompok kelompok manusia golongan yang 
berbeda dengan golongan sendiri akan mendorong terjadinya 
komunikasi, faktor tersebut yang dapat mempercepat asimilasi. 
b) Adanya kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi pada 
golongan masyarakat dengan latar belakang golongan yang 
berbeda dapat mempercepat proses asimilasi.  
c) Sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang didukung 
oleh masyarakat yang lain, dimana masing-masing mengakui 
kelemahan-kelemahannya dan kelebihan-kelebihannya. 
d) Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat 
dengan memberikan kesempatan kepada golongan minoritas. 
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e) Persamaan akan lebih mendekatkan antara golongan satu dengan 
golongan yang lainnya, dan akan menghilangkan prasangka- 
prasangka yang ada diantara golongan. 
f) Perkawinan merupakan faktor paling menguntungkan bagi 
lancarnya proses asimliasi. Hal itu terjadi apabila sesorang dari 
golongan tertentu menikah dengan golongan lain ataupun 
sebaliknya. 
g) Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat 
kesatuan masyarakat atau golongan masyarakat yang mengalami 
ancaman tersebut. Dengan keadaan seperti itu akan terjalin 
kompromi diantara golongan minoritas dan mayoritas untuk 
menghadapi ancaman secara bersama. 
Dari berbagai asimilasi yang pernah diteliti oleh para ahli, terbukti 
bahwa hanya dengan pergaulan antara kelompok-kelompok secara luas dan 
intensif saja belum tentu terjadi suatu asimilasi, kalau diantara kelompok-
kelompok yang berhadapan itu tidak ada sikap toleransi dan simpati satu 
terhadap yang lain.
40 Sikap toleransi dan simpati terhadap kebudayaan lain 
sering terhalang oleh berbagai faktor, dan faktor-faktor ini yang menjadi 
penghalang proses asimilasi. Faktor-faktor tersebut adalah:
41
 
a) Terisolalasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam 
masyarakat (biasanya golongan minoritas). 
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b) Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. 
c) Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang 
dihadapi. 
d) Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok 
tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau 
kelompok lainnya. 
e) Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau ciri-ciri 
badaniah dapat menjadi salah satu penghalang terjadinya 
asimilasi. 
f) In-group feeling yang kuat dapat menjadi penghalang 
berlangsungnya asimilasi, In-group feeling berarti adanya 
perasaan yang kuat sekali bahwa individu terikat pada kelompok 
dan kebudayaan yang bersangkutan. 
g) Golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang 
berkuasa. 
h) Faktor perbedaan kepentingan ditambah dengan pertentangan- 
pertentangan pribadi dapat menghalangi proses asimilasi. 
Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan-perubahan 








Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan 
kesempatan  untuk berobat. Pada pasal 1 angka  (7)  Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah 
terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS). Pelaku yang dimaksud adalah orang yang telah 
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana  adalah  seseorang yang 
telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab 
terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah 




Menurut kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition), 




Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan 
pengertian seperti itu: “Tahanan atau narapidana adalah penjahat (seseorang 
yang menjalani hukuman karena suatu kejahatan: terpidana).”  
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Sebelum istilah kriminal digunakan, biasanya narapidana atau 
kriminal. Reglemen Penjara Stbl. 1917 No. 708 Dikatakan bahwa orang 
yang dipenjarakan adalah : 
a) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis 
Straff) atau suatu status keadaan dimana orang yang 
bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap; 
b) Orang yang ditahan buat sementara; 
c) Orang di sel dan 
d) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-
orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraaf) akan tetapi 
dimasukkan ke penjara dengan sah. 
Dalam Pasal 1 (32) KUHAP, terpidana adalah orang yang telah 
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum.  
Tujuan narapidana menjalani hukumannya adalah untuk mengikuti 
prosedur disiplin. Maksud lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan Tahun 1995 adalah 
untuk melakukan kegiatan yang terarah kepada narapidana di Lapas 
menurut sistem, sistem dan cara pembinaan yang merupakan bagian terakhir 
dari pembinaan. Prosedur kriminal adalah Sistem peradilan dalam sistem 
peradilan pidana. Proses penyidikan pidana yang terpenting adalah mencari 
kebenaran yang sebenarnya, menentukan bersalah atau tidaknya 




bukti awal untuk dugaan kejahatan, hak asasi manusia harus dihormati 
dalam penyelidikan dan peninjauan pengadilan. Mereka juga berhak 




Hukuman yang sering kita bicarakan adalah sanksi yang sangat 
berat, karena pengumumannya dapat langsung dikenakan kepada setiap 
pelanggar.  
Hukuman yang berlaku saat ini diatur dalam Pasal 10 KUHP , yaitu: 
Pidana pokok terdiri dari: 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
Pidana tambahan terdiri dari: 
1. Pencabutan hak- hak tertentu 
2. Perampasan barang- barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Maksud dari hukuman ini adalah agar orang yang melanggar aturan 
yang telah ditetapkan dan merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh 
dan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Untuk melindungi 
masyarakat dari pelecehan oleh pelaku, tindakan terbaik dan paling berlaku 
sejauh ini adalah menghilangkan kebebasan bergerak masyarakat, dan 
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pelaku didasarkan pada keputusan hakim.  Seseorang yang dijatuhi 
hukuman penjara dan penjara oleh hakim disebut penjahat atau terpidana. 
Pembagian warga binaan menurut Pasal 1 ayat (5) sampai dengan 
Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan: 
1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 
2. Anak Didik Pemasyarakatan: 
a) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan 
anak paling  lama sampai berumur 18 tahun (delapan belas) 
tahun. 
b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan 
anak  paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
c) Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua 
walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di 
Lembaga Pemasyarakatan anak  paling lama sampai 
berumur 18 (delapan belas) tahun. 
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah 





Di Indonesia, ketentuan tentang hak-hak narapidana tunduk pada 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal , Pasal Undang-Undang 
Nomor (1) Pasal tentang Ketentuan Disiplin, Peraturan Pemerintah Nomor 
99 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana. Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Tambahan Interpretasi No. 32 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Tahun 1999, yang mengatur bahwa 
narapidana berhak untuk: 
1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.  
a) Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaan. 
b) Berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan 
keagamaan. 
2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 
a) Berhak mendapatkan perawatan rohani melalui bimbingan 
rohani dan budi pekerti. 
b) Berhak mendapatkan kesempatan melakukan rekreasi, 
olahraga, dan juga berhak atas perlengkapan pakaian, 
perlengkapan tidur perlengkapan mandi. 
3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
a) Jika terpidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan 
pengajaran, maka berhak memperoleh STTB (Surat Tanda 




b) Berhak belajar di Sekolah Negeri, di tempat latihan kerja 
yang dikelola oleh lembaga pemasyarakatan dan di tempat 
kerja milik instansi pemerintah lainnya. 
4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.  
a) Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui 
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu 
kali dalam satu bulan.  
b) Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 
Umum Pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan.  
c) Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga 
pemasyarakatan sesuai dengan jumlah kalori yang 
memenuhi syarat kesehatan. 
d) Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga 
pemasyarakatan setelah mendapatkan izin dari kepala 
lembaga pemasyarakatan. 
e) Jika narapidana sedang menjalankan ibadah puasa, maka 
narapidana berhak mendapatkan makanan tambahan. 
5) Menyampaikan keluhan.  
a) Berhak menyampaikan keluhan yang benar-benar telah 
mengganggu hak asasi narapidana kepada kepala lembaga 
pemasyarakatan terhadap perlakuan petugas dan sesama 




6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang.  
a) Berhak mendapatkan bahan bacaan, berupa media cetak dan 
elektronik yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan, 
yang menunjang pembinaan kepribadian dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
b) Berhak membawa dan mendapat bahan bacaan atau 
informasi dari media massa dari luar dengan seizin  dari 
kepala lembaga pemasyarakatan. 
7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 
a) Berhak mendapatkan upah dan premi setelah bekerja di 
dalam lembaga pemasyarakatan. 
8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 
tertentu lainnya. 
a) Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat 
hukum, atau orang tertentu lainnya (keluarga dan 
rohaniawan). 
9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).  
a. Berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani masa 
hukumannya berkelakuan baik (mentaati peraturan dan 
tidak pernah dikenakan tindakan disiplin) dan telah 




10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga. 
a) Berhak memperoleh asimilasi dengan ketentuan 
berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan 
dengan baik, telah menjalani pembinaan selama ½ (satu per 
dua) masa pidana. 
11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.  
a) Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan 
ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 
2/3 (dua per tiga) dari masa pidana atau minimal 9 
(sembilan) bulan, telah memenuhi syarat administrasi dan 
substantif, serta berkelakuan baik dengan syarat-syarat 
tertentu diantaranya adalah adanya masa percobaan dan 
syarat-  syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. 
12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.  
a) Hak atas kebebasan bersyarat, asalkan mereka telah 
menjalani hukuman paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari 
pidana penjara atau paling singkat selama 9 (sembilan) 
bulan telah memenuhi persyaratan administrasi dan 
materiil, serta berkelakuan baik dengan syarat-syarat 
tertentu, termasuk adanya masa percobaan dan syarat 




sebelum dibebaskan sama dengan pengurangan dan 
pembebasan terakhir, dan paling lama 6 (enam) bulan. 
13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundan- 
undangan yang berlaku.  
a) Berhak akan politik, hak memilih dan dipilih dan hak 
keperdataan lainnya.  
b) Berhak menjadi anggota partai politik sesuai dengan 
aspirasi dari narapidana.  
c) Berhak menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Pengaturan Mengenai Asimilasi Bagi Narapidana Menurut Hukum 
Positif di Indonesia. 
Asimilasi adalah proses penyambutan narapidana dan anak dengan 
memadukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Rencana asimilasi 
diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada semua 
narapidana yang menjalani hukuman dalam tahanan, dan didasarkan pada 
hak-hak yang diberikan kepada semua narapidana sesuai dengan Pasal 14 
Ayat 1 huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa 
semua narapidana, terlebih yang telah melakukan kejahatan kelas berat 
seperti korupsi, terorisme, maupun narkotika tidak seharusnya mendapatkan 
remisi. Narapidana tersebut justru harus diberi hukuman atau sanksi yang 
berat agar narapidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi 
perbuatannya di kemudian hari. 
Pelaksanaan asimilasi dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. 
Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan 
tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan 
Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan berada langsung 
dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan 
HAM. Pada Lembaga Pemasyarakatan tak hanya dihuni oleh narapidana 
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tetapi adapula warga binaan pemasyarakatan yang masih berstatus tahanan, 
orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum mempunyai putusan 
tetap dari hakim. 
Kebijakan asimilasi pemerintah tentunya tidak terlepas dari berbagai 
pertimbangan dan tujuan yang ingin dicapai. Apalagi saat pandemi Covid-
19 (Corona Virus Disease 2019) sudah menyebar ke seluruh dunia, 
Indonesia juga menjadi negara yang terkena dampak pandemi covid-19. 
Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui manusia, dengan cara 
komunikasi secara langsung dengan manusia yang terkena virus 
sebelumnya, tidak menjaga kebersihan tangan, bahkan dapat menular jika 
seseorng menyentuh benda terinfeksi virus atau biasa disebut dengan 
droplet. Pemerintah dalam hal ini,  melalui Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia merumuskan solusi penanggulangan pandemi COVID-19 di 
Lapas/Rutan. pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan 
integrasi melalui penerbitan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. 
kebijakan ini diperuntukan untuk narapidana di semua lapas di indonesia 
agar bisa berasimilasi dirumah, karena pemerintah juga mengatisipasi 
adanya klaster-klaster baru yang timbul didalam lapas. Data dari Plt. 
Direktur Jendral Pemasyarakatan dan Departemen Hak Asasi Manusia 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 
Pengadilan Negeri Kota Tegal dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 
Kota Tegal tentang sudut pandang alasan pemberian asimilasi yang 
dilakukan pemerintah indonesia, Penulis juga melakukan wawancara 
terhadap narapidana yang mendapatkan program asimilasi dirumah yang 
ada di Lapas kelas II B Kota Tegal yakni Ibu Fadlun Devi Rahmawati yang 
beralamat di desa tembok luwung Rt 07 Rw 02, ibu fadlun tersebut 
melakukan tindak pidana di wilayah Kota Tegal dan bapak Yoga 
Suwadianto selaku Ketua RT 07 (rukun tetangga) atau Tokoh pemerintahan 
yang berada di desa tembok luwung di Kabupaten Tegal. Masing-masing 
informan menyampaikan pendapatnya kepada penulis mengenai pengaturan 
mengenai asimilasi bagi narapidana menurut hukum positif di indonesia. 
Ketentuan tentang asimilasi narapidana menurut hukum positif di 
Indonesia adalah ketentuan tentang koreksi kesalahan yang diatur dalam UU 
No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatn, yang dijelaskan dalam Pasal 14 
ayat (1) huruf J, berbunyi sebagai berikut: Tahanan atau narapidana 
memiliki hak untuk berasimilasi, termasuk menghabiskan liburan untuk 
mengunjungi keluarga mereka. Ada juga peraturan pemerintah yang 
mengatur tentang asimilasi yaitu peraturan pemerintah republik indonesia 
nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah 
nomor 32 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 
pemasyarakatan, yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi 
“semua narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh 
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asimilasi”. Pandemi covid-19 ini yang melanda seluruh dunia dan 
khususnya indonesia yang terdampak maka pemerintah indonesia 
mengeluarkan kebijakan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 
tahun 2020 tentang asimilasi dan integrasi dan disempurnakan melalui 
peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 32 tahun 2020 
tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti 
menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka 
pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. 
Bagus Indrarizki selaku Plt. Kasubsi Regimkemas Lembaga 
Pemasyarakatan (lapas) Kelas IIB Tegal mengatakan bahwa pengaturan 
asimilasi menurut hukum positif sudah diatur dengan jelas yang pertama 
sesuai dengan UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tertuang 
dalam pasal 14 ayat 1 huruf (j) “bahwa semua narapidana berhak 
memperoleh kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengujungi 
keluarga”.
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 Kedua pengaturan asimilasi menurut hukum positif tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan 
kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan 
tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dimana dalam PP 
tersebut tertuang dalam pasal 36 yang berbunyi:  
(1) Semua  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  berhak 
memperoleh Asimilasi. 
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(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: 
a. Narapidana  dan  Anak  Pidana  yang  telah  memenuhi 
persyaratan:  
1. berkelakuan baik;  
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan  
3.  telah menjalani 1/2(satu per dua) masa pidana.  
b. Anak  Negara  dan  Anak  Sipil,  setelah  menjalani  masa 
pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.  
c. Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana 
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34A  ayat  (1),  setelah 
memenuhi persyaratan: 
1. berkelakuan baik;  
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan  
3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.  
(3) Asimilasi  sewaktu-waktu  dapat  dicabut  apabila  Narapidana  atau 
Anak  Didik  Pemasyarakatan  melanggar  persyaratan  Asimilasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Pemberian  dan  pencabutan  Asimilasi  sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (2) danayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pun mengeluarkan 
Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia (permenkumham) nomor 3 
tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti 
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mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan 
cuti bersyarat. Yang selanjutnya tertuang dalam pasal 44 yang berbunyi: 
(1) Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana. 
(2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi syarat:  
a. berkelakuan  baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani 
hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan 
terakhir;  
b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan  
c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. 
Kebijakan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 
2018 ini yaitu peraturan yang mengatur tentang asimilasi yang dilakukan 
ketika pandemi virus corona atau covid-19 ini belum muncul. Sejak adanya 
covid-19 ini kementerian hukum dan hak asasi manusia pun mengeluarkan 
Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang asimilasi dan integrasi dan 
disempurnakan melalui kebijakan menteri hukum dan HAM nomor 32 tahun 
2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan 
bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak 
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. 
Kementeriaan hukum dan hak asasi manusia mengeluarkan aturan ini guna 
untuk mencegah klaster-klaster baru virus corona ini yang telah meluas ke 
seluruh dunia. Didalam pemberian asimilasi bagi warga binaan di lapas 
kelas II B tegal merujuk dalam kebijakan permenkumham nomor 32 tahun 
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2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan 
bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak 
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Yang 
tertuang dalam pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi: 
Pasal 2 
(1)Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Narapidana 
dan Anak dapat diberikan Asimilasi. 
(2)Asimilasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di 
rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat 
melibatkan Pokmas. 
Pasal 3 
(1)Dalam hal Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan 
kepada Narapidana atau Anak warga negara asing, Asimilasi 
dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan Pembimbingan 
dan Pengawasan Bapas. 
(2)Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh:  
a. Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk; atau 
b. Penjamin WNA, dengan persetujuan Bapas. 
(3)Kepala Kantor Imigrasi melaksanakan pengawasan izin tinggal 
terhadap Narapidana atau Anak warga negara asing yang 
melaksanakan Asimilasi 




                                                                                                                              
(1) Narapidana  yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:   
a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani 
hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan 
terakhir;  
b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 
c. telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana. 
(2) Anak  yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat: 
a.  berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak  sedang 
menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) 
bulan terakhir; 
b.  aktif mengikuti program pembinaan  dengan baik; dan 
c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.  
(3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 
(enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana 
yang telah  menjalani ½ (satu per dua) masa pidana dan 
berkelakuan baik. 
(4) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 
(tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah  
menjalani ½ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik. 
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Lidia awinero selaku hakim pengawas dan pengamat dari pengadilan 
negeri tegal kelas IA mengatakan bahwa pengaturan asimilasi yang kedalam 
hukum positif di indonesia sudah diatur dengan jelas di UU No 12 tahun 
1995 tentang pemasyarakatan aturan ini disebut aturan yang utama. Namun 
ketika terjadi situasi pandemi corona ini pemerintah mengeluarkan 
kebijakan yang baru dengan hal ini yang dikeluarkan oleh Departemen 
hukum dan HAM yaitu kebijakan menteri hukum dan hak asasi manusia 
nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, 
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi 




Fadlun Devi Rahmawati selaku narapidana di Lapas Kelas IIB Tegal 
yang beralamat di desa tembok luwung rt 07 rw 02 kecamatan adiwerna 
kabupaten tegal yang telah tersangkut tindak pidana di wilayah kota tegal 
yang kini mendapatkan asmilasi dirumah mengatakan bahwa pemberian 
asimilasi menurut permemkumham nomor 10 tahun 2020 yang telah 
disempurnakan menjadi peremenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang 
syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti 
menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka 
pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona. Sudah sesuai 
dengan peraturan yang ada, namun harus lebih di sosialisasikan lagi kepada 
narapidana yang lainnya dengan jelas agar para narapidana yang seharusnya 
                                                          
47
Wawancara dengan Lidia Awinero, Hakim pengawas dan pengamat pengadilan negeri 




                                                                                                                              




Pendapat selanjutnya mengenai pemberian asimilasi menurut hukum 
positif di indonesia di kemukakan oleh Yoga Suwadianto selaku ketua rt 07 
rw 02 desa tembok luwung kecamatan adiwerna kabupaten tegal, 
mengatakan untuk pemberian asimilasi didalam hukum postif di indonesia 
sudah baik dijalankan selama ini, namun dengan adanya pandemi virus 
corona ini para narapidana banyak memperoleh program asimilasi ini karena 
untuk mengurangi tingkat kerumunan yang ada di dalam lapas khususnya 
lapas kelas IIB tegal ini. Dengan demikian peraturannya harus lebih 
diketatkan lagi mengingat banyaknya napi yang mendapatkan program 
asimilasi ini, untuk mengurangi keresahan masyarakat yang selama ini 
banyaknya napi yang berbuat tindak pidana lagi.
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 Dari ke semua jawaban 
informan yang penulis lakukan wawancara semuanya mengatakan bahwa 
pemberian asimilasi dalam konstitusi di indonesia telah diatur dengan 
Undang-undang nomor 12 tahun 1995 dengan selanjutnya diatur oleh 
permenkumham nomor 10 tahun 2020 yang disempurnakan dengan 
permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara 
pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti 
bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan 
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Wawancara dengan Fadlun Devi Rahmawati, selaku narapidana yang mendapatkan 
asimilasi dirumah oleh lapas kelas IIB tegal, dirumah fadlun devi rahmawati desa tembok 
luwung rt 07 rw 02, tanggal 20 Desember 2020. 
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penanggulangan penyebaran covid-19. Yang terpenting masyarakat 
Indonesia hanya bisa berharap dan meminta kepada pemerintah dalam 
kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana bisa lebih 
mengedepankan prinsip keadilan. 
B. Penerapan Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana  Di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II B Tegal di masa Pandemi Covid-19. 
Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini sudah bergerak 
menjauhi unsur pembalasan (retributive) dan penjeraan (deterance).
50
 kini 
telah beralih menjadi pembinaan, yang mengedepankan upaya preventif  
dan mengandung unsur edukatif bagi warga binaan. Harapan dari konsep 
pembinaan tersebut adalah narapidana yang keluar dari tahanan akan 
diterima baik oleh masyarakat sebab telah mendapatkan binaan yang baik di 
Lapas. maka dalam pembimbingan narapidana di lapas kelas IIB tegal ini 
memberikan asimilasi bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratanya. 
Dalam penererapan pemberian asimilasi di lapas kelas IIB tegal sudah ada 
dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia melalui 
permenkumham nomor 10 tahun 2020 yang telah disempurnakan menjadi 
permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara 
pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti 
bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan 
penanggulangan penyebaran covid-19. Maka dari itu sesuai permenkumham 
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nomor 32 tahun 2020 yang tertuang dalam beberapa pasal yang 
memperbolehkan narapidana mendapatkan program asimilasi. 
Dalam pasal 2 dan 3 Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI 
Nomor 32 Tahun 2020 yang dapat memperoleh program Asimilasi di masa 
pandemi covid-19. 
Pasal 2 
1. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 
Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi. 
2. Asimilasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di 
rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat 
melibatkan Pokmas. 
Pasal 3 
1. Dalam hal Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diberikan kepada Narapidana atau Anak warga negara asing, 
Asimilasi dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan 
Pembimbingan dan Pengawasan Bapas. 
2. Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan 
oleh:  
a. Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk; atau 
b. Penjamin WNA,dengan persetujuan Bapas. 
3. Kepala Kantor Imigrasi melaksanakan pengawasan izin tinggal 




                                                                                                                              
Selain itu juga dalam 4 Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI 
Nomor 32 Tahun 2020 ditentukan syarat dan tata cara pemberian Asimilasi 
bagi narapidana: 
1. Narapidana  yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat: 
a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang  menjalani 
hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan 
terakhir;  
b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 
c. telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana. 
2. Anak  yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat: 
a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang 
menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan 
terakhir; 
b. aktif mengikuti program pembinaan  dengan baik; dan 
c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.  
3. Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak 
dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) 
bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah  
menjalani ½ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik. 
4. Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf a 
tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 
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(tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah  
menjalani ½ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik. 
Kemudian pada Pasal 5 dalam Peraturan diatas, Syarat pemberian 
Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan 
melampirkan dokumen: 
1. Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dibuktikan dengan melampirkan dokumen:  
a. petikan  putusan  pengadilan  dan berita acara pelaksanaan 
putusan pengadilan;  
b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai 
dengan putusan pengadilan  atau melaksanakan subsider 
pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh 
Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu 
membayar denda kepada Kejaksaan;  
c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh 
Kepala Lapas/LPKA; 
d. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA; 
e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA; 
f. surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan 
perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah 
serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan 
penanggulangan penyebaran Covid-19; 
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g. surat keterangan dari  instansi penegak hukum yang 
menyatakan tidak terlibat perkara lain  dan/atau tidak terdapat 
penundaan proses perkara lain; 
h. laporan Penelitian kemasyarakatan  dibuat oleh Pembimbing  
Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh 
Kepala Bapas; dan 
i. surat  jaminan  kesanggupan dari pihak keluarga/wali, 
lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, 
atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa: 
1) Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan 
melanggar hukum; dan 
2) membantu dalam membimbing dan mengawasi 
Narapidana/Anak selama mengikuti program Asimilasi.  
2. Dalam hal surat permohonan  tidak terlibat perkara lain dan/atau 
tidak terdapat penundaan proses perkara lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak mendapatkan balasan dari 
pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung 
sejak tanggal permohonan dikirim, asimilasi tetap diberikan. 
3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada 




                                                                                                                              
4. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menunjukkan resiko tinggi,  Narapidana/Anak  tidak dapat 
diusulkan dalam pemberian Asimilasi. 
Pasal 6 dalam pemberian syarat asimilasi narapidana dan anak warga 
negara asing  
1. Selain persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dan Pasal 5, Narapidana dan Anak warga negara asing, harus 
melampirkan dokumen: 
a. surat jaminan dari  Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat  yang 
ditunjuk  yang menyatakan bahwa: 
1. yang bersangkutan  tidak  meninggalkan wilayah 
Negara Republik Indonesia; 
2. yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan 
asimilasi; 
3. yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran 
hukum; 
4. membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi; dan 
5. tidak menerbitkan paspor atau surat perjalanan sampai 
yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh instansi yang 
berwenang. 




                                                                                                                              
1. yang bersangkutan  tidak  meninggalkan wilayah 
Negara Republik Indonesia; 
2. yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan 
asimilasi; 
3. yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran 
hukum; dan 
4. membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi. 
c. surat  keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat 
Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin 
tinggal. 
d. surat keterangan dari sekretariat NCB-Interpol Indonesia 
yang menyatakan tidak terdaftar dalam Red Notice  dan  
jaringan  kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. 
2. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diajukan oleh Kepala Lapas/LPKA melalui Direktur Jenderal 
dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. 
Adapun dalam pasal 11 yang tidak dapat program Asimilasi ini di 
masa pandemi covid-19 
1. Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2, tidak diberikan 
kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana: 




                                                                                                                              
c. korupsi; 
d. kejahatan terhadap keamanan negara; 
e. kejahatan hak asasi manusia yang berat;  
f. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. 
2. Narapidana yang melakukan tindak pidana  narkotika, prekursor 
narkotika, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, hanya berlaku pada Narapidana yang dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 
3. Selain tindak pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang 
melakukan tindak pidana: 
a. pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana; 
b. pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana; 
c. kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana; atau  
d. kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
4. Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  
Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang 
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melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak 
pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan 
berkekuatan hukum tetap. 
Dari data yang Penulis peroleh sampai dengan bulan Desember 2020 
terdapat 288 Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal 
sebagaimana terinci pada table berikut : 
Tabel.2 
Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Tegal 
Tanggal   : 17 Desember 2020  
Daya Tampung  : 150 Orang 
No Warga Binaan Pemasyarakatan Jumlah 
1. Tahanan 28 
2. Narapidana   260 
 Total 288 
Sumber: Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal 
Berdasarkan tabel di atas jumlah keseluruhan Warga Binaan 
Pemsyarakatan Lapas kelas IIB Tegal berjumlah 288 orang, dengan 
demikian daya tampung di lembaga pemasyarakatan hanya 150 orang 
sedangkan jumlah warga binaan 288 orang mengakibatkan over kapasitas. 
Warga binaan pemasyarakatn yang mendapatkan program asimilasi ini dari 





                                                                                                                              
                                        Tabel.3 
Rekapan Pemberian Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 
Tegal dari bulan Maret-September 2020 
  








































































         Sumber: Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal 
 
Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal, 
apabila syarat dan tata cara pemberian Asimilasi bagi narapidana sudah 
dipenuhi maka narapidana yang bersangkutan dapat mengajukan 
permohonan untuk melakukan Asimilasi ke bagian Bimbingan 
Pemasyarakatan (Bimaswat), yang nantinya setelah diadakan sidang oleh 
Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Kepala Lembaga Pemasyarakatan 
dapat meneruskan usulan Asimilasi tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah 
Hukum dan HAM Semarang. Dari Kepala Kantor Wilayah Hukum dan 
HAM inilah nantinya yang akan memutuskan diterima atau ditolaknya 
usulan permohonan Asimilasi narapidana bersangkutan. Apabila nantinya 
diterima maka usulan tersebut akan diteruskan kepada Menteri Hukum dan 
HAM guna mendapatkan persetujuan dan jika mendapatkan persetujuan 
maka narapidana dapat melaksanakan Asimilasi. 
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Asimilasi diatur oleh Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Republik Indonesia secara umum 
mengacu pada pembimbingan narapidana dan siswa pemasyarakatan dengan 
mengumpulkan narapidana dan anak didik permasyarakatan dalam 
kehidupan masyarakat. Asimilasi ini berlaku untuk narapidana yang 
melakukan kejahatan selain terorisme, psikotropika, korupsi, kejahatan yang 
membahayakan keamanan nasional dan hak asasi manusia, dan kejahatan 
terorganisir transnasional, warga negara asing. 
Penulis melakukan penelitian terhadap 1 (satu) orang narapidana dari  
109 (seratus sembilan) orang yang mengikuti program Asimilasi dirumah. 
Berdasarkan usul Tim Pengamat Pemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Tegal. 
Berikut narapidana yang mendapatkan Asimilasi dirumah pada tahun 2020: 
Tabel.4 
Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi Dirumah Pada Tahun 2020 
 
NAMA FADLUN DEVI RAHMAWATI 
JENIS KELAMIN PEREMPUAN 
NO.REGISTRASI BI.W.15/2019 
½ MASA PIDANA 04/07/2020 
EKSPIRASI 16/10/2021 
BENTUK DAN TEMPAT 
ASIMILASI  
DIRUMAH 
Sumber: Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal. 
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Berdasarkan table di atas nama Fadlun Devi Rahmawati , jenis 
kelamin Perempuan, nomor registrasi BI.W.15/2019, ½ masa pidana 04-07-
2020, ekspirasi 16-10-2021, bentuk  dan tempat Asimilasi dirumah, proses 
Asimilasi yang dijalani sangat memudahkan untuk berinteraksi di luar 
terutama keluarga, hanya saja adanya kesenjangan antara masyarakat sekitar 
yang tidak senang dengan kehadirannya. 
Pelaksanaan telah dilaksanakan oleh pihak lapas kelas IIB tegal 
mengikuti kebijakan permenkumham No 32 tahun 2020 tentang syarat dan 
tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, 
dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan 
penanggulangan penyebaran covid-19. Adapun untuk peraturan tambahanya 
tidak ada. 
C. Hambatan yang di Hadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tegal 
Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di masa Pandemi Covid-19. 
Permasalahan terkait narapidana yang tidak dapat menjalankan 
Asimilasi, narapidana yang menjalankan pidana kurungan denda tidak dapat 
menjalankan Asimilasi, narapidana yang berkelakuan  buruk juga tidak 
dapat menjalankan Asimilasi.
51
 Proses mendapatkan izin Asimilasi harus 
sesuai dengan syarat dan kebijakan permenkumham No 32 tahun 2020 
tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti 
menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka 
pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Dari banyaknya 
                                                          
51
 Wawancara dengan Bagus Indrarizki, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal, di 
Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal, tanggal 17 Desember 2020. 
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jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal sesuai data di 
bulan Desember 2020 pemberian Asimilasi berjumlah 109 orang, sehingga 
menurut hasil wawancara faktor penghambat  narapidana yang tidak  
mendapatkan Asimilasi dikarenakan belum menjalani 1/2 (satu per dua) 
masa pidana, kurangnya pemahaman narapidana terkait  dengan program 
Asimilasi. 
Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi 
terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah  satu 
wadah untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat 
melalui proses Asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena 
masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan  
masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak 
pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga 
berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan 
oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk 
bermasyarakat, sehingga beberapa narapidana tidak ingin berasimilasi. 
Adapun untuk kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan 
program Asimilasi ini yang di alami oleh pihak Lapas kelas IIB Tegal antara 
lain: 
a. Kelebihannya: kelebihan dari program pemberian asimilasi di 
Lapas IIB Tegal ini dapat mengurangi overcapacity di Lapas 
yang kini telah di alami oleh semua Lapas di seluruh indonesia 
dan juga untuk mengurangi klaster-klaster baru dalam penularan 
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covid-19 yang kini sedang melanda seluruh dunia khususnya 
juga di indonesia. 
b. Kekurangannya: didalam kelebihan suatu program pasti ada juga 
kekurangannya untuk itu kekurangan dari program Asimilasi 
yang dilakukan oleh Lapas IIB Tegal adalah menimbulkan 
keresahan di tengah-tengah masyarakat yang seandainya 
narapidana yang diberikan asimilasi dirumah berbuat kejahatan 
lagi, apalagi didalam suasana pandemi covid-19 yang hampir 
semua masyarakat mengalami kerugian dari pandemi virus 
corona ini. 
Untuk itu juga ada dampak dari pemberian asimilasi dirumah bagi 
narapidana di Lapas IIB Tegal yaitu para narapidana menyambut dengan 
sangat senang karena bisa menghirup udara segar di luar Lapas dan juga 
narapidana bersemangat bisa berkumpul lagi dengan keluarganya sambil 
bisa mencari pekerjaan sesuai skill yang diperoleh pada saat di dalam Lapas. 
 
 




1. Pengaturan Mengenai Asimilasi Bagi Narapidana Menurut Hukum 
Positif di Indonesia. 
Pengaturan Mengenai asimilasi dalam hukum positif di indonesia telah 
diatur dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 dengan selanjutnya 
diatur melalui permenkumham nomor 10 tahun 2020 yang disempurnakan 
dengan permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara 
pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti 
bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan 
penanggulangan penyebaran covid-19. Untuk Lapas Kelas IIB Tegal sendiri 
sudah sesuai dengan aturan tersebut, yang terpenting masyarakat Indonesia 
hanya bisa berharap dan meminta kepada pemerintah dalam kebijakan 
pemberian asimilasi kepada narapidana bisa lebih mengedepankan prinsip 
keadilan. 
2. Penerapan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana  Di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II B Tegal di masa Pandemi Covid-19. 
Penerapan yang dilakukan oleh pihak lapas kelas IIB tegal mengikuti 
permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara 
pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti 
bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan 
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penanggulangan penyebaran covid-19. Adapun untuk peraturan tambahanya 
tidak ada. 
3. Hambatan yang di Hadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tegal 
Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di masa Pandemi Covid-
19. 
Faktor penghambat narapidana yan tidak mendapatkan Asimilasi 
dikarenakan belum menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana, kurangnya 
pemahaman narapidana terkait  dengan program Asimilasi. Dalam 
pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya 
pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah  satu wadah untuk 
mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses 
Asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut 
dan khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan  masyarakat. 
Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidanalagi atau 
membuat kekacauan ditengah masyarakat. Adapun untuk kekurangan dan 
kelebihan dalam menjalankan program Asimilasi ini yang di alami oleh 
pihak Lapas kelas IIB Tegal anatara lain: 
a. Kelebihannya: kelebihan dari program pemberian asimilasi di 
Lapas IIB Tegal ini dapat mengurangi overcapacity di Lapas yang 
kini telah di alami oleh semua Lapas di seluruh indonesia dan juga 
untuk mengurangi klaster-klaster baru dalam penularan covid-19 




                                                                                                                                                                                            
b. Kekurangannya: didalam kelebihan suatu program pasti ada juga 
kekurangannya untuk itu kekurangan dari program Asimilasi yang 
dilakukan oleh Lapas IIB Tegal adalah menimbulkan keresahan di 
tengah-tengah masyarakat yang seandainya narapidana yang 
diberikan asimilasi dirumah berbuat kejahatan lagi, apalagi didalam 
suasana pandemi covid-19 yang hampir semua masyarakat 
mengalami dampak dari pandemi covid-19 ini. 
B. Saran 
Terkait dengan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang harus di 
perhatikan agar pelaksaan Asimilasi dapat berjalan  dengan optimal, 
diantaranya yaitu: 
1. Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan motivasi atau dorongan 
kepada narapidana yang memiliki kemampuan/skill dan keterampilan 
untuk berasimilasi di masyarakat, sehingga apa yang di miliki oleh 
narapidana dapat bermanfaat bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan, 
Masyarakat, dan Pribadi. 
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih aktif dan berpartisipasi mendukung 
program Asimilasi, misalnya dengan menggunakan jasa yang mereka 
tawarkan, menyumbang peralatan atau bahan baku kepada Lapas 
untuk dimanfaatkan dalam program Asimilasi, untuk menerima 




                                                                                                                                                                                            
3. Bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tegal untuk lebih 
mensosialisasikan terhadap masyarakat bahwasanya narapidana yang 
mendapatkan asimilasi bisa berubah perilakunya untuk lebih baik lagi 
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